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1. Latar Belakang 

Pemerintahan dipegang oleh seseorang terlalu lama dapat mendorong ke arah konservativisme, anti perubahan dan dikhawatirkan terjadi kecenderungan power tends to corrupt.Secara ideologis, pembatasan masa jabatan (khususnya Presiden) berkaitan erat dengan prinsip bentuk pemerintahan republik, paham demokrasi, dan paham negara berdasarkan atas hukum.
 Oleh karena itu, kini setelah adanya perubahan pasal 7 UUD 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia, jelas dan tegas hanya dimungkinkan paling lama dua kali lima tahun. Diharapkan yang akan datang, tidak akan ada seseorang yang bercita-cita ingin menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih dari dua kali lima tahun. Lebih dari itu, bagi yang sedang menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden akan berusaha memasuki akhir jabatannya, menunjukkan yang terbaik bagi bangsa dan negara serta nama baiknya. Dengan demikian, mantan Presiden dan/atau Wail Presiden yang akan datang, diharapkan dapat menjadi penasihat Presiden dan/atau Wakil Presiden berikutnya.

Sekarang bangsa Indonesia dapat dikatakan berhasil menemukan kembali kepercayaan dan apresiasinya berkenaan dengan ide demokratisasi itu, sebagian terpenting dalam sistem aturan yang diperlukan untuk demokratisasi itu telah diperbaiki sesuai dengan kemampuan yang ada pada saat ini.Namun demikian, puncak harapan yang memiliki makna simbolik dan strategik tentang diterima tidaknya ide demokratisasi itu, pertama terletak pada lembaga kepresidenan dan kedua pada kelembagaan konstitusi.

Kini harapan yang masih tersisa, adalah berkenaan dengan reformasi terhadap lembaga kepresidenan yang belum dapat dirasakan perubahannya sampai dengan sekarang. Personalia Presiden dan/atau Wakil Presiden, memang telah berganti-ganti,
 akan tetapi bila Presiden dan/atau Wakil Presiden itu dilihat sebagai intuisi, justru belum menampilkan adanya perubahan yang berarti, baik yang tercermin dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dalam mekanisme kerja dan kinerja konkret lembaga kepresidenan itu dalam praktik.

Lembaga kepresidenan (presidential institution) dalam penyelenggaraan negara, berkaitan erat dengan bentuk pemerintahan republik.
 Dalam bahasa Indonesia, katapresidenberada dalam dua arti, yaitu lingkungan jabatan (ambt) dan pejabat (amtsdrager).
Dalam bahasa Inggris, untuk lingkungan jabatan dipergunakan istilah presidency, sebagaipenjabat dipergunakan istilah president.Pembedaan istilah ini, memudahkan pemahaman mengenai lingkungan jabatan dan pemangku jabatan (penjabat).Jabatan merupakan pribadi (person) dalam hukum tata negara positif.Jadi, tugas dan wewenang tidak melekat pada pemangku jabatan, melainkan melekat pada jabatan.Oleh karena jabatan tidak mampu bertindak sendiri, jabatan itu bertindak dengan perantaraan wakilnya, yaitu manusia sebagai pemangku jabatan.Jabatan itu tetap, pemangku jabatan yang berganti-ganti.

Jabatan kepresidenan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945 bukan saja diatur dalam Undang Undang Dasar, melainkan menempati tempat yang dominan.Pada saat ini (setelah empat kali perubahan) ± 37% ketentuan UUD 1945 mengenai atau berkaitan dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. Ketentuan ini, sejak Presiden pertama Soekarno yang ditetapkan sebagai Presiden 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan Presiden saat ini, selain tidak termasuk yang mengalami perubahan, juga tetap dijadikan sebagai pegangan.

Dalam penjelasan UUD 1945 (kendatipun setelah perubahan keempat sudah tidak menjadi bagian dari UUD 1945 lagi), hanya dinyatakan Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan Undang Undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (“pouvoir reglementair”).
 Sementara pengertian “kekuasaan pemerintahan” tidak dijelaskan, sehingga (sebagai akibatnya) fakta menunjukkan, Presiden pertama (Soekarno berkuasa ± 22 tahun) cenderung menjadi diktator, dan berakhir tragis meninggal dunia dalam kurungan rumah. Begitu pula Presiden kedua, (Soehato berkuasa ± 32 tahun) nasibnyasama, meninggal dunia dalam status terdakwa. Diikuti oleh presiden berikutnya, semuanya berakhir dengan tidak menyenangkan.Sampai Presiden SBY dan JIKOWI yang tampak berindikasi sama. 
Mengenai lembaga kepresidenan (presidential institution) dalam UUD 1945, penggunaan kata “presiden” menunjukkan penjabat.Hal ini tampak dari rumusan-rumusan yang menyebut Presiden. Misalnya, Pasal 6 ayat (1) berbunyi: “calon Presiden dan calom Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya......”, Pasal 6 A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. KataPresiden dalam UUD 1945 itu adalah seseorang atau individu, sehingga dalam memgambil suatu keputusan sangat tergantung kepada seseorang atau yang kebetulan menjabat Presiden. Hal ini juga menjadi masalah, tetapi karena presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan, dengan sendirinya ditinjau dari segi pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Presiden, sekaligus mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan.

Dalam masyarakat dimana tradisi bernegara dan berpemerintahan belum tumbuh secara rasional dan impersonal, institusi politik dan hukumnya pun cenderung berhimpitan dengan konsep ketokohan yang bersifat personal.Dalam keadaan demikian, hampir semua keputusan politik atau sebagian terbesar masih dipengaruhi oleh karakter personal atau pribadi dan perilaku pemimpin yang menentukan keputusan tersebut.Dalam kerangka cita-cita sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,
 kecenderungan mengenai praktik-praktik sistem kepemimpinan personal itu, tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi.Dalam doktrin negara hukum, berlaku prinsip bahwa pimpinan yang sebenarnya bukanlah orang, melainkan hukum yang dilihat sebagai suatu sistem.Karena itu, doktrin yang dikenal mengenai hal ini adalah “the rule of law and not of man”.

Sehubungan dengan itu, jabatan presiden dan/atau Wakil Presiden hendaknya dipandang sebagai suatu institusi, yaitu lembaga kepresidenan. Memang benar di dalamnya tersangkut pula soal-soal yang berkenaan dengan karakter, sikap dan perilaku manusianya atau “the man behind the gun”, atau dengan kata lain dalam “institusi” terkait pula persoalan “tradisi”, namun perlu terus-menerus dibina dan dikembangkan ke arah kondisi yang makin rasional dan impersonal. Disilah pentingnya perangkat peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagai instrumen yuridis mengenai lembaga keprsidenan.
Dalam sistem kekuasaan moderen, tidak dapat diterima logika atau akal sehat, jika keputusan hanya diserahkan kepada kehendak pribadi seseorang yang menduduki suatu jabatan tetentu. Betapapun luhurnya budi seseorang, sekali ia menduduki, jabatan kekuasaan umum, maka kepadanya akan terkena apa yang diperingatkan oleh John Emerick Edward Dalberg Acton yang menyatakan “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Karena itu, keharusan menjinakkan dan memaslahatkan kekuasaan oleh hukum, melalui hubungan koleratif fungsional menjadi “macht bindende wirkung des recht, Recht bindende wirkung der macht”.
Setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan institusi, bukan kebijaksanaan seorang tokoh atau pemimpin yang kebetulan menduduki jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pemimpin sesungguhnya adalah “the rule of law and not of man”, tokoh pemimpin boleh saja berganti, namun sistemnya tidaklah demikian, karena kepemimpinan sistem inilah yang diharapkanakan terus menjamin keberadaan bangsa dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi sekarang, memang tidak dapat lagi mengharapkan peranan kepemimpinan personal untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, seperti itu yang diperankan oleh para tokoh pemimpin di masa lampau.Presiden dan/atau Wakil Presiden kini dan di masa mendatang, tidak bisa lagi dianggap lagi sebagai tokoh simbolik yang dapat berfungsi efektif sebagai “Bapak atau Ibu Pemersatu Bangsa”.

Seperti halnya, Presiden dan/atau Wakil Presiden karena kebiasaan atau karakter pribadinya menunjukkan “performance” yang cenderung mempribadikan urusan-urusan atau persoalan-persoalan institusi kepresidenan, maka hal itu jelas dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi. Seharusnya sistem hukum menuangkan segala ketentuan mengenai kekuasaan institusi kepresidenan itu dalam dokumen-dokumen hukum yang resmi. Idealnya dalam Undang Undang Dasar, lebih lanjut dapat diatur dalam bentuk Undang Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya,mengingat bunyi Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.
Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar peraturan yang ditetapkannya sendiri, berarti telah melanggar jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan salah satu ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang ditentukan dalam konstitusi. 

Perkembangan mutakhir, menunjukkan bahwa masa jabatan Presiden di Indonesia berakhir bukan karena masa jabatannya, melainkan karena faktor lain, misalnya “kealfaan” seorang Presiden dalam menyelenggarakan administrasi negara. Anggapan adanya faktor lain “kealfaan” misalnya, pada tataran empirik disinyalir muncul sejak terjadinya peralihan kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan Orde Lama kepada Pemerintahan Orde Baru.

Ketika Soeharto akan menjadi Presiden, diawali karena penolakan pertanggungjawaban Presiden Soekarno.
Di sini, tampak penyebabnyaunsur “kealfaan” Presiden dalam menjalankan administrasi negara.Presiden Republik Indonesia seolah-olah dituntut untuk bertanggungjawab atas seluruh persoalan yang terjadi. Tidak jelas, dalam hal tindakan-tindakan apa Presiden harus bertanggungjawab, sehingga dikatakan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Presiden B.J.Habibie,
juga dianggap fatal menjalankan pemerintahan, sehingga ditolak laporan pertanggung-jawabannya. Demikian halnya, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
 diberhentikan sebagai Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena unsur “kealfaan” menjalankan pemerintahan atau administrasi negara. Selanjutnya, indikasi kurang baik seperti dialami pula Megawati Soekarno Putri.
Presiden selalu dituduh seolah-olah telah menjalankan kekuasaan secara excessive (berakibat buruk).Akibatnya, pelaksanaan tugas dan wewenang Presiden berakhir tanpa penghargaan (reward), disertai sanksi (punishment) yang sangat konkrit.Kehormatan, kewibawaan dan nama baik seorang Presiden atau mantan Presiden, bukan lagi sesuatu yang penting, sehingga tidak mendapat jaminan secara wajar. 

2. Permasalahan
Persoalannya sekarang, bagaimana agar Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak terjebak melanggar sumpah atau janjinya sendiri dan dapat mengakhiri tugasnya dengan baik, dalam konsep negara hukum modern (welvaarsstaat/welfare state) atau negara kesejahteraan sangat luas dan kompleks, seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara. 
3. Tugas Dan Wewenang Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menganalisa makna kekuasaan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 di atas, maka tugas dan wewenang presiden dapat dibedakan antara tugas dan wewenang Presiden yang diporoleh dengan cara atribusi, delegasi dan derivasi. Dalam menjalankan tugas danwewenang yang diporoleh melalui cara-cara tersebut, presiden juga diberikan keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri yang walaupun tidak secara tegas (eksplisit) dasar hukumnya dan tidak dibenarkan dilaksanakan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keleluasan bertindak , dalam hokum administrasi Negara disebut “Freies Ermessen”.

3.1. Tugas dan Wewenang Presiden yang diperoleh Melalui Pengakuan (Atribusi)

Pengakuan tugas dan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan oleh presiden dapat diberikan oleh rakyat melalui Undang Undang Dasar 1945. Syarat utama pada “pengakuan tugas dan wewenang yang asli,
  karena dari tidak ada menjadi ada. Tugas dan wewenang yang demikian, dapat disebut sebagai tugas dan wewenang presiden yang diperoleh secara atribusi. bagi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dasar pengakuan tugas dan wewenang diberikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pengakuan kelembagaannya bersidta pra-yuridis,
 sedangkan dasar pengakuan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 , bersifat yuridis. Pengakuan tugas dan wewenang ini dilaksanakan oleh presiden dalam tugasnya selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.

3.2. Tugas dan Wewenang Presiden yang Diperoleh Secara Pelimpahan (Delegasi)

Tugas dan wewenang presiden yang diporoleh melalui pelimpahan, secara teoritik hanya dapat dilaksanakn oleh Presiden dalam fungsinya selaku ”delgataris” atau” mandataris”.

Di atas telah dikemukakan struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan , baik jumlah pasal maupun tugas dan wewenangnya. Bila ditelusuri lebih lanjut, terdapat 25 ( Dua puluh lima ) pasal UUD 1945 yang mengatur langsung mengenailembaga kepresidenan ( Pasal 4 sampai dengan Pasal 17,20 ayat (2) dan (4), pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (2) dan (3). Selain itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan yang tidak terlepas dari Presiden , seperti pasal 23 F ayat (1), pasal 24 A (3) , pasal 24 B ayat (3) , pasal 24 C ayat (3) , pasal 28 I ayat (4), pasal 31 ayat (3),(4),dan (5), pasal 32 ayat (1) dan (2), pasal 34 ayat (1),(2) dan (3). Belum termasuk tugas dan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan oleh presiden yang diatur dalam Undang Undang organik serta peraturan pelaksanaannya.
Konstitusi memberikan kedudukan kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (pasal 4 ; 1 ), selain menjalankan kekuasaan pemerintahan presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk perundang undangan (pasal 5:2 ) dan kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi),
 membentuk suatu badan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden,
 mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri.

3.3. Tugas dan Wewenang presiden yang diperoleh berdasarkan kebebasan bertindak (freies ermenssen )

Sebagaiman diketahui, didalam Negara hukum modern (welfare state)
setiap tindakan pemerintah dalam hal ini presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan atau sebagai pimpinan penyelengaraan administrasi Negara tertinggi ,dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ,yaitu mewujudkan tujuan Negara, harus memiliki dasar hokum atau kewenagan. Dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negar (HAM), setiap aktivitas administrasi Negara harus berdasrkan hokum ini, dikenal dengan istilah asa legalitas (legaliteits atau wetmatigheid van bestuur). Artinya, setiap aktivitas pemerintah dalam hal ini Presiden, harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya wewenag yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang, berlaku, maka aparatur pemerintah termasuk dalam hal ini Presiden tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau merubah keadaan atau posisi hokum warga masyarakatnya.
 Asas legalitas menjadi sendi utam dalam suatu Negara hukum.
Meskipun asas legalitas menjadi sendi utama dalam negara hukum, akan tetapi keberdaan asas legalitas bukan tanpa masalah. Sebab sering terjadi kesenjangan antara perubahan masyarakat yang cepat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Sering kali pemerintah dituntut untuk memberikan pelayananterhadap masyarakat, sementara peraturan perundang-unsangan yang menjadi dasar bagi tindakan pemerintah tersebut belum ada. Menurut Bagir Manan,
 sebagai ketentuan tertulis (written rule) atau hokum tertulis (written law), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas, yaitu sekadar moment opname dari unsur-unsur politik, sosial, budaya dan hakam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah ketinggalan zaman (out of date) bila dibandingakan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu dapat terjadi kontradiksi internal bagi pemerintah. Di satu sisi pemerintah dituntu untuk memberikan pelayanan umum (public services) bagi masyarakat yang sedang berkembang pesat, di sisi lain pemerintah harus memiliki dasar hokum dalam melakukan tindakannya itu. Untuk mengantisipasi kesenjagan ini kepada pemerintah diberikan yang dinamakan freiesEsmessen, yakni keleluasan bertindak bagi pemerintah atas inisiatif sendri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Freies Emessen ini, kemudian muncul dalam bentuk terulis yang berupa peraturan kebijaksanaan (beleidsregel).
Walaupun pemerintah Freies Ermessen dan atau beleidsregel kepada pemerintah ini merupakan alternative dalam mengantisipasi kesenjagan antara perubahan masyarakat yang pesat dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang lambat. Pemberian Freies Ermessen dan atau beleidsregel ini sering menimbulkan masalah yuridis, sebab dapat rerdai pemerintah menciptakan berbagai kebijaksanaan yang didasarkan kepada Fries Emessen, meskipun sesungguhnya kebijaksanaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggraan pemerintahan. Asas legalitas menjadi tidak bermakna, jika dapat dengan mudah diterobos oleh peraturan kebijaksanaan. Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), ditemukan pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) periode 1993 – 1998, telah menerbitkan dari 528 Keppres berupa peraturan kebijaksanaan, 72 keppres (13,36 prosen), merupakan ratifikasi perjanjian Internasional.  Bila Keppres yang berupa ratifikasi ini tidak diperhitungkan, prosentase Keppres yang bermasalah atau menyingpang mencapai 17,56 persen. Artinya, dari lima Keppres yang dikeluarkan, salah satunya bermasalah.
 Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam waktu relatif singkat juga telah mengeluarkan puluhan kebijaksanaan, baik berupa Keppres maupun keputusan menteri dan sebagainya.
 Terlepas dari kepentingan politik yang mungkin digunakan untuk  megakomodasi berbagai kepentingan dan perkembangan sisial, atau kepentingan ekonomi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi nasional, ataupun mungkin kepentingan-kepentingan tertentu seperti pada masa Orde Varu, yang pasti bahwa peratuan kebijaksanaan terutama yang berupa Keppres, telah menjadi instrument penting dalam penyelnggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena menjadi instrument penting, maka pembuatan dan penggunaan peraturan kebijaksanaan itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hal ini karena berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki struktur hierarki yang jelas, peraturan kebijaksanaan tidak memiliki srtuktur hierarki, melainkan melekat pada badan atau pejabat administrasi negar baik tingkat pusat maupun daerah, sehingga pembentukannya pun terantung situasi dan kondirs yang dihadapi oleh masing-masing pejabat tersebut. Akibat negatifnya adalah munculnya verbagai jeni peraturan kebijaksanaan yang bukan saja dapat membingunkan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan disharmoni baik vertikal maupun horizontal dalam penyelenggaran pemerintahan. Oleh karena itu, agar keberadaan Freies Ermessen atau peraturan kebijaksanaan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis, diperlukan batasan-batasan tentang penggunaan Freis Ermessen atau pembuatan peraturan kebijaksanaan.
Menilik pada batasan mengenai Freies Ermessen yang dikemukakan sebelumnya, ternyata di dalamnya terkandung adanya tiga unsure pikik bagi suatu Freies Ermessen. Ketiga unsure piki tersebut sekaligus merupakan batas toleransi sebai kunci tolok ukur Freies Ermessen. Adapun ketiga unsru pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Adanya kebebasan atau keluasaan Administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam suatu Negara hukum modern semua sikap, ucap dan tindakan Administrasi Negara tidak semata-mata bersifat wetmatlg, melainkan juga rechtsmatlg. Artinya semua sikap, ucap dan tidak Administrasi Negara hendaklah tetap berada dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum, bukan yang dengan tegas dilarang oleh hukum. Kebebasan atau keleluasaan Administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri ini, harus pula berpegang pada hal tersebut. Berkaitan denga hal ini, Prajudi Atmosudrdjo
 membagi Freies Ermessen menjadi dua macam, yaitu “diskresi bebas” dan “diskresi terkait”. Dikatakan oleh beliau bahwa :

“…… diskresi bebas, bilamana Undang-Undang yang menentukan batas-batasnya, dan diskresi tetrkait, bilamana Undang-Undang menetapkan beberpa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat”. (cetak miring oleh penulis).

Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak ats inisiatif sendiri itu dapat berupa :

1) Dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (terjadi diskresi bebas);
2) Memilih salah satu alternatif yang paling mungkin sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (terjadi diskresi terkait).

b. untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untukitu. Kesulitan utama yang munculadalahkriteria atau tolik ukur untuk danya “persoalan-persoalan yang mendesak” yang muncul secara tiba-tiba itu; psas 22 ayat (I) UUD 1945 menggunakan istilah “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, sedangkanpenjelasannya menggunakan istilah “dalam kedaanyang genting, yang memaksa pemerintah untuk berindak kejas dan tepat”. Dalam kepustakaan Hukum Tata Usaha Negara, hl ini disebut dengan “noodverordeningsrecht” dan yang menurut UUD 1945 kewenangan berad pada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Jika kita melihat Pasal 12 UUD 1945 yang mengatur tentang “Negara dalam keadan bahaya”, memungkinkan Presiden untuk bernisiatif mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna mengatsi gahaya yang mungkin akan timbul.

Hal yang trakhir ini disebut dengan “staatsnoodrecht”. Wewenang Presiden ini, tidak dapat dilaksanakan oleh menteri atau ejabat administrsi bawahan linnya. Oleh karena itu keadaan mendesak dan keadaan darurat seperti ini tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi menteri atau pejabat administrasi Negara bahan lainnya dalam melaksanakan criteria atau tolok ukur, “persoalan-persoalan genting yang mendesak”. Dan dalam kaitan ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum;

2) Munculnya persoalan tesebut secara tiba-tiba, berbeda diluar rencana yang telah ditentukan;

3) Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikannya atas inisiatif sendiri;

4) Prosedurnya, atau jika dielesaikan menurut adminisrtrasi yang normal, justru kurang berdayaguna dan berhasilguna;

5) Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

c. Harus dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena administrasi Negara memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, menurut Sjachran Basah
 bahwa administrasi negara mimiliki keluasaan dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan, namun sikap tindakannya itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun secara hukum”.Tanggung jawab moral itu adalahkepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepntingan bersama.”

Sedangkan tanggung jawab secara hukum dapat dikemukakan, bahwa tidak boleh melampaui batas yakni taat asas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.Selanjutnya tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Adapun batas-batas ini adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban secara hukum ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran tanggung jawab secara hukum adalah sebagai berikut :

a) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal (batas-batas);

b) Sejauh mungkin mempertimbangkan hak dan kepentingan warga Negara atas pekerjaan dan penghitungan yang layak (batas-bawah);

c) Harus sesuai dengan tujuan pemberian wewengang.

Dengan adanya berbagai tolok ukur seperti dikemukakan tersebut diatas, diharapkan bahwa pengguna freies Ermessen, jangan sampai menimbulkan kerugian atau melanggar hak warga Negara. Artinya, pejabat administrasi Negara wajib manusiawi dalam mengorbangkan hak perorangan demi kepentingan umum, dan sejauh mungkin tetap memperhatikan kesejahteraannya.

4. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Baik dari hasil kajian teoritik dan sejarah perkembangan serta materi muatan UUD 1945 setelah perubahan ke-1 sampai dengan ke-4, UUD 1945 memaknai kekuasaan pemerintahan sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 itu, sesungguhnya adalah terbatas, namun rumusannya tampak abstrak, hanya dikatakan menurut Undang Undang Dasar. Semua tindakan Presiden harus disandarkan pada hukum dan moral.Meskipun dalam melaksanakan tugas diberikan hak istimewa yaitu freiesEsmessen, yakni keleluasan bertindak bagi pemerintah atas inisiatif sendri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, namun asas legalitas menjadi sendi utama dalam negara hukum.
Saran
Perlu adanya sosialisasi pemahaman kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan, bertindak mewakili Jabatan dan Presiden selaku wakil dari organisasi jabatan (i.c. negara). Untuk menghindari resiko peyelenggaraan negara seakan-akan semua tanggung jawab Presiden.Dalamkonteks negara hukum yang demokratis dan konstitusional, perlindungan hukum wajib demi terwujudnya keadilan, khususnya keadilan di lapagan hukum. 
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